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BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Srang nyata

dan bertanggun; jawab serta dalam rangka

meningkatkan 
- pengelolaan dan pembinaan serta

p.rrg.ibangafl *..*o berCaya g'#la da1 berhasil guna

*.ti.rt j"ng dan memberdayakan perekonornian dan

pengembangan di daerah;

bahwadalamrangkauntukmemenuhikebutuhan
masyarakat akan tersedianya air bersih/air minum'
;"k; diperlukan peningkatan sarana produksi dan

distribusi, untuk iiu pe-rlu didirikan Perusahaan Air
h{inum;

bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan

pendiriaii Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah

KabupatenTanaTidungyangdiaturdalamsuatrr
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
lg12 ientang BaCan Usaha Milik Negara {Lembaran
Negara nepulUt< Indonesia Taleun 1962 Nomor 10'

Tairbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

23srlsebagaimanaTeiahdiubahdenganUn<iang-
undang Republik Indonesia Nomor 6 Tatrun 7969 (

Lembaran Nlgara Repuhlik Indonesia Tahun 7969 Nomor

37, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 29O1);

Undang-UndangRepublikindonesianofilof2STalrun
lggg tentang f".tytl"t ggaraar, raegaita yan-g bersih dan

bebas korupii,-koiusi, dan nepotisme (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahunlgqgNcmorT5'Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O51)

2.



3. Uadang-Undang Republik -Indonesia 
Noraor 13 Tatrun

2OO3 t rrt"rrg" Keitenagakerjaan (ifrnbaran Negara

Republik Indinesia Nomor- 39'Tambhan Lembaran

Negara P.epublik Indcnesia Nomor 42791:

4 - Und.ang-Undang Republik Ind'onesia Nomor 17 Tahun

2OO3TerrtarrgKerranga-r-rt'iegarail.embara:rNegara
Republik IndJnesia Tahun 2A03 Nomor 47'Tambhan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861:

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2OA4 Tentang ?.*.rir.t^r,an daerah {Lembaran Nega.ra

Repubiik indlnesia Tahun 2AA4 Nomor 125' Tambahan

lembaranlq.e*"RepublikInd.onesiaNomor44ST|
sebagaimana 

"telah diubah terakhir dengan undan-g-

Undang nepuUfiX Indonesia nomor 12 Tahun 2OO8

(l,embaran N"g*, Republi Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

bq, Tarnbahair Lernbaran Nega-ra Republik Indonesia

Nomor aBaal;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2Oo4 Tentarrg p?*mirangan Keuangan Antara Pemerintah
pusat nen*;r- p"m".irrIrf, Daerah dengan Pemerintah

{I,embaranr N.g.r* Tahurr 2AA4 Nomor L26' Tambahan

Lembaran ffegira Republik Indonesia Nomor 4a381;

7. Undang-U ndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

2OO7 r.rrt*rs Fembentukan Kabupaten 'Fana Tidung di

Provinsi Kalimatan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesla Nomor 1OO, tambahan lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor a75O);

S.PeraturanPernerintahNomor38Tahun2ooTTentang
Pem-bagianUrusanPemerintahAntaraPemerintah'
PemerintahDaerahProvinsidanpemerintahdaerah
Kabupate r-lkata {Lembaran Negara Republik Indonesia

TahunZao7NomorSz,Tambahanl.ernbaragNegara
Republik Indonesia Nomor a7371;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'

sebagaimana telah dibah terakhir dengan Peraturan

mentei Dalam Negeri Ncmcr' 59 Tahurt 2GO7 Tentang

Ped.oman Pengelolaan Keuangao Daerah;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2AAT

TentangorganisasidanKepegawaianPerusahaanDaerah
Air Minum;

ll.KeputusanMenteriNegaraotanomiDaerahNor'rror8
Tahun 2ooo Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan

Daerah Air Minum;



Deagan* Per*etrrj:raa Bersaea

DEUIAIT PERWAKILAH RAI{YA" DAERAH I(ABI'PATEX TANA TIDUHG

daa

BUPATI TAITA TIDUHG

IilE}ilUEUSI{A!E :

Menetapkar : PERATURAI{ DAERAH TEilTAI{G

PERUSAIIAAII DAERAII AIR MINUTIE

PTNDTRIAIT

BAB I
KETEITTUAN UMU}[

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ta::a Tidung;

2. Kabupaten adalah Kabupaten 'Tana Tidung;

3. pemerintah Daerah adalah lre#; -"g.#. dan perangkt. faerah sebagar

unsur p*rry*i.*gg;a pemeri"t# daerah irrabupaten Tana Tidung;

4. KepalaDaerah adalah Bupati Tana Tidung;

5. Dewan Perwakilan Rakyat pu..tu.t yang sJianjutnya d'isingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Ralq'at Daerah Kabupaten Tana Tidung;

6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah

PerusahanDaerahAirMinumKabupatenTanaTidung;
7. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah

KabuPaten Tana Tidung;
8. Dewan Pengawas adalah Badan Pengamras Perusahaan I)aerah Air Minum

Pemerintah KabuPaten Tana Tidung;
g. Karyawan adalah karyawan yang berkerja dalam lingkungan Perusahaan

Daerah Air Minum Pemerittt"i, Klbupatet Trrt. Tidung dan digaji mequrut

peraturan g"li;;g berlaku bagi perusahaan Daerah Air Minum;

BAB II
PEITDIRIAIY

Pasal 2

(li Dengan ini dibentuk _Perusahaan 
Daerah Air Minum TPDAM) rnilik

' ' 
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

(2) Dengan adanya pembentukan Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah

otonomi maka Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tana

Tidung ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - - , -a

(3) Segala hak dan kew4iibarr perier-rgkapan ,jarr keka;vaar-r traik.varrg bergerak

serta usaha dari Perusahaan Daerah Air Miaum Kabupaten tsulrrngan dan

Cabang Kabupaten Bulungan yang berlokasi diwilayah Kabupaten Tana

Tidung beralih menjadi hak milik Perusahaan Daerah Air Minum

Pemerintah KabuPaten Tana Tidung;



Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
ini berlaku sesuai dengan ketentuan urflum

Peraturan Daerah ini Perusahaan
yang berlaku di Indonesia;

BAB III
NA*IA DAN KEDUDUI{AI*

Pasai 4

{1} Perusahaan ini bernama Perusa-}raan Daerah Air Minum {PDAh{)

selanjutnYa disingkat PDAM

{2} Perusahaan ini f,erkedudukan daII berkantcr pusat di Kabupaten Tana

Tidung dan mendirikan cabang-cabang di tempat lain yang diperlukan

dalaniwilayah Pernerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

BAB TU

TUJUAIT DAIT I,APAH€iAH USAHA
Bagiao Pertama

TUJUAT

Pasal 5

{1} Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum i1li adalah untuk turut serta

melaksan akar pembangunan daerah khususnya .d*- pembangunan

masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daeiah dan pemberdayaan perekonomian Dearah.

{2} Untuk rnerrcapaitujuan tersebut padaa-vat {1} tersebut diatas' perusahaan

berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaala yarrg sehat' dinamis'

efesiensi, ,*Jpor.*irr. terhadap aspirasi masyarakat serta menciptakan

kegiatan kerja dalam Pemsahaan'
(3) Pengambilanlpenambahan atau pengurangan dalam lapangan usaha

perusahaan 
'lir..o* mendapaf p.t**tt'1..*, 

"Bupati Taaa Tidung 'setelah
mend apat pertim-bangan dewan pengawas'

Bagiac Kedua

LAPAilGA'{ T'SAHA

Pasal 6

Perusahaail merigusaltakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih yang

memenuhi persy?ratan untuk dikonsumsikan bagi masyarakat Kabupaten

Tana Tidung.

BAB V

IUODAL

ksal 7

{1} Neraca permulaan perusahaan terdiri dari atas aktiva, pasiva PDAM

Kabupaten t*rr" Tidung pada saat berlakurrya Peratrrran Dearah ini'



i2) Flodal dasar perusahaan terdiri da'i atas kekayaan daerah yang

dipisahkan.
(3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rairyat Daera]n Kabupaten Tana

Tidung, modal PDAM sebagaimana iersebut pada ay-at (1i dan (2i pasal ini

dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah'

Penyertaan modal pemerintah pusat' daeral: dan peminjaman lerzrbaga

keuangan dalam dan luar negeri.

(4) Semua alat likuiditas disimpan di Bank Pembangunan Daeral: atau Bank

Femerintah iainnYe-

AAB VI
PTITGURUS

Pasel I

{1) PDAM Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Direktur dengan

dibantu drra orang bagian Yaitu:
a. Bagia* Administrasi dan Keuangan
b. Bagian Tehnik

{2} Bagi# Ad.ministrasi dem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}

huruf a membawahi :

a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Umura dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Hubungan Langganan;

(3) Bagian Tehnik sebagaimana dimaksud dalam ayat {i}
a. Sub Bagian Produksi
b. Sub Bagian Distribusi: dan Pemeliharaan

c. Sub Bagian Perencanaalr;
Tana Tidung

BAB VII
DIREKTUR,

Bagier Pertama

PET{GAI{GI{#TAIS

Pesal 9

(1) Pengangkatan Direktur diangkat oleh Bupati Tana Tidung diutarnakan dari

swasta atas usulan dewan pengawas; 
yat {1} bukan

{2} ;;;; ha} ini ca}on Direkiur sebagaimana dimaksud pada a

berasal dari swasta maka yang bJrsangkutan harus melepaskan terlebih

dahulu status kePegawaiarlnya;
(3) Sebelum terpilih dln ditetapkannYl Direktur PDAM sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk pertama kali Bupati dapat

mengangkat f"".;"U"t Direkf;r 
-pnq.M untuk masa jabatan paling lama 4

{empat) tahun;
(4) Untuk d"apat diangkat sebagai calon Direktrrr sebagaimana dimaksud pada

ayat (1i harus ***"t.rhi persyaratac sebagai beriieut:
a. Diutamat a., mempunyal plndidikan ="kut*rtg-kurangnya 

Sarjana {S1}

sesuai biCangnYa;
b. Membrr.t J.i menyajikan proposal tentang visi,misi dan strategi PDAM;

hurr.f b rnembawahi:

(4)struktur0rganisasiPDAMPemerintahKabupaten
sebagaimaaa ierlampir pada Peraturan Daerah ini'



c. Tidak terikat hubungan keirrarga riengan Bupati atam dengan Dewa-n
Pengawas Lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis
lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

d. Pengangkatan Anggota Direksi sebagarmana dimaksud pada ayat {L}
ditetapkaa dengan Surat Keputusan Bupati;

Pastil 1O

{1} Masa jabatan anggota Direktur selama 4 {empat} Tahun dan dapat diangkat
kembali 1 (satu) kali masa jabatan;

{2} Pengecualian terhadap ayat {1) dapat dilakukan apabila direktur terbukti
mampu. meningkatkarr kinerja PDAM dan melayani kebutuhan air
bersihlair minum kepada masyarakat;

Bqian kedua

TUGAS DAIS UTEtr'E!TA!IG

ksat L1

Direkfltr dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan rnengendalikan semua kegiatan PDAM;

2. Menyampaikan rencana kerja perusahaan 5 {lima} tahun dan Rencana
Kerja Anggaran PDAM kepada dewan pengawas uatuk mendapatkan
pengesahan;

3. Melakukan perubahan terhadap program keqa setelah mendapat
persetujuan dewan pengawas;

4. Direksi rnenyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan
perhitungan laba/rugi tahunan kepa<ia Ketua dewan pengawas untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;

Pasal 12

Direktur dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenartg sebagai berikut:

a- Mengangkat dan rnemberhentikan pegarnrai;

b- Mengangkat, memberhentikan dan memindatr tugaskan pegawai dari
jabatan dibawah Direktur;

c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain

Pa$al 13

{1} Direktur memerlukan persetujuan Bupati dengan pertimbangan dewan
pengawas dalam hal ini :

a. Mengadakan perjanjian-pedanjian kerjasarna usaha dan pinjaman yang
mungkin dapat berakibatkan terhadap berkurangnya asset dan
membebani perusahaan;

b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau mengendalikan benda
bergerak dan tidak bergerak milik perusahaern;

c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
(2) Dalam hal ini Direktrrr tidak rnelaksanakan ketentuan-ketentrran tersebut

pada ayat (1) pasal ini maka segala tindakan Direktur tersebut dianggap
tidak mewakili perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi Direktur
yang bersangkutan;



Bagian Ketiga

TATIUN BUKU, LAX}NAil I{EUAIIGAIT DAIT TAIIUilAIT

Pasat 14

{1}Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim;

{2} Selambat-lambatnya 3 {tiga) bulan seteiah berakhirny'a tahun buku
Direktur merryampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua
Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, ya:r.g terdiri dari neraca
dan perhitungan laba/rugi, setelah diaudit oleh akutan publik;

(3) Neraca perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan
pengesahan dari Br.ipati rnemberikan pembebasan tanggung jaurab kepada
Direktur dan dewan pengawas;

(4) SelamLrat-lambatnya 3 (tiga) sebelum berakhir tahun buku direktur telah
mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

(5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dewan pengawas belum
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pen-rsahaan yar;g diajukan,
dianggap telah disahkan;

Bagian Keempat

PEIYGIIASITAil DAI{ IIAI(-I{AIT DIREKSI

Pasal 15

(1) Penghasilan Direkftrr terdiri dari :

a. Gaji
b. Tunjangan

(2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupaii setelarh memperhaiikan pendapai Dewan Pengawas
dan kemalnpuan Keuangan PDAM;

Bagian Kelin*.a

cuTt
Pasal 16

{1} Seluruh Karyawan PDAM memperoleh hak cuti sebagai berikut :

a. Cuti tahunan
b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 {dua) bulan untuk setiap kali ,masa

jabatan;
c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 1O (empat puluh) hari;

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diiaksanakan
setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

{3} Seluruh karyawan selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan
perruh dari PDAM;

{a} Apabila Karena kesibukan dikantor Direktur tidak mengambil cuti
besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar I {satu} kali gaji yang
diterima pada bulan terakhir;



Bagian Keeaaa
PEIIfiBERHEITTIAIT

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

a. Atas peraintaan sendiri;

b. Meninggal dunia;
c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. Kesalahan tidak dapat melaksanakan tugas;
e. Tidak melaksanakan tuga,s sesuai dengan program kerja yang disetujui;
i Teriibat dalam tidakan yang merugikan PDAM;
g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai

kekuatan hr.lkum;

Pasal 18

i1) Apabila Direktur dinitrai melakrrkan sesuatu perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 maka dewan pengawas segera melakukan
pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana
pada ayat (U terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dewan
penga$ras segera melaporkan kepada Bupati;

Pasal 19

Bupati paling iama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari dewan
pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang
Pemberhentian sebagai Direktur;

kml 2{}

{1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf
B, b, dan c diberherrtikarr dengan horrrra^r-;

{2) Direktur yarrg diberhentikan sebagaimana pasal 17 huruf d, e, f dan g
diberhentikan tidak dengan hormat;

(3) Direktur yang diberhentikan berdasarkan pasal L7 huruf b diberikan
pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan
+a--LL.i-.LLr@ru,

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga! bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir. badan
pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati;

Pas€.l22

{1} Bupati mengangkat pelaksana tugas (Plt}, apabila direkhrr diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir;

(2) Pengangkatan pelaksana fugas ditetapkan dengan Surat Keputr.rsan Bupati
untuk masa jabatanya paling lama 3 {tiga} bulan;



BAB VIII
DEUIAI{ PEIITGAWAS

Bagiaa Pertama

PE![GAIIGIIATAII
Fasal 23

{1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati;

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (i) terdiri dari Pejabat
Daerah, Perorangan dan Masyarakat konsumen yang memenuhi
persayaratarr;

(3) LJntuk dapat diangkat sebagai anggota dewan penga*'as hrarus memerruhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Menguasai PDAM;
b. Menyediakan wakhr yang cukup;
c. Tidak terlibat hr.rbungan keluarga dengan Bupati atam dengan anggota

dewan pe*gawas y-ang lain atau dengan direktur sampai derqiat ketiga
baik menurut garis lurus manpun kesamping termasuk menantu dan
ipar;

{4}Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk
melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati;

{5} Pengangkatan dewan pengau/as sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan dengal Surat Keputusan Bupati.;

Pasal 24

{1) Jumlah anggota dewan pengawas paling baayak 3 {tiga} orang, seorang
diantaranya dipilih menjadi ketrra merangkap anggota;

{2} Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat
Dewan Pengawas. Anggota Sekretariat paling banyak 2 (dual' orang dengan
perincian I isatu) omng dari PDAid;

Pasal 25

{1} Masa -iabatan Dewan Pengawas paling lama 3 itiga} tahur:, dan dapat
diangkat kembali 1 (satu| kali masa jabatan;

(2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu
melakukan pengaw'asan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan
pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu
rneningkatkas kinerja dan pelayanan kebutuhan air rninurn kepada
masyarakat;

Bagian Kedua

TUGAS DIIT WEWEITAI{G

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengawasi kegiatan opersional PDAM:
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan

dan pemberhentian Direksi;
c. Memberikan pendapat da-r'r saran kepada tsupati terhadap prograrn k-.ja

yang diajukan Direksi;



d" Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana
pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;

e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca
dan perhitungan labalrugi;

f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan kinerja
PDAM;

Bagiaa Ketiga
PENGHASILAIT

?aaal27
Penghasila* Dewan Pengawas terdiri :

a. Uang Jasa;
b. Jasa Produksi;

Pasal 28

{1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 4O Yo {empat puluh
persen) dari gaji Direktur;

(2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 o/o (ttga puluh
lima persen) dari gaji Direkflir;

Pasal 29

{L! Selain uang jasa setiap ta}run diberikan.lasa produksi;
(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan

oleh Bupati dengan memperbatikan kemampuan PDAM;

Bagian Keempat

PE*TBERTIEIYTT/II{

Paeal 3O

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

a. Permintaan sendiri;
b. Meninggal dunia;
c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melakukan tugasnya;
d. Terlibat daiam iindakan yang merugikan PDAM;

e. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah

mempuoyai kekuatan hukum tetap;

Fasal 31

{1) Apabila Dewan Pengawas di duga melakukan salah satu perbuatan
sebagaimana dimaksud pada pasal 3O huruf d, e, dan f maka Bupati segera
melakukan perneriksaan terhadap yang bersangkutan;

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan -vang dituduhkan,
Bupati paling Larna 7 {tujuh} hari kerja segera melakukan Surat keputusan
tentang Pemberhentian sebagaimana Dewan Pengawas;



BAB II(
K TENTUAN PEIIUTTIP

Paset 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatrrr dengan Peraturan Bupati;

Pasal 33
peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;

Agar setiap ofang dapat mengetatrlrinya, memerintahkan pengundangan

FerafUran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Tidung;

Ditetapkan Tideag Pale
pade z 7 MARET 2013

Di undangkaa di Tideag Pa.le

Fadatarggai tt MARET 2013

SEKRETARIS DAERAH

M. YUSUF BADRUIT
LEMBARAIT DAERAH I(ABI'PATEIT TAtrA TIDTIISG TAIil'T 2AI3 IOMOR

Owner
Typewritten text
ttd

Owner
Typewritten text
BUPATI TANA TIDUNG

Owner
Typewritten text
H. UNDUNSYAH

Owner
Typewritten text
ttd



I,AIfiPIRAI{ : PERA:rURAI{ DAERAH IIABUPA-IIE.I{ TAI{A TIDUT{G
ITOMOR : l" TAHUN 20L3
TANGGAL zT MARET 2Ol3

STIIUKTUR ORGAI{ISASI PERUSAIIAAIT DAERAII AIR MII{UIIfi

KABUPATTIT TAI{A TIDTING

SUB BAGIAIT
HTIBUT{GAN
LANGGAIIIAN

BAGIAIT TEKITIK
BAGIAIT

AI'TIilTISTRASI
DAtrT I{EUAITGAIT

SUB BAGIAH
KEUAITGAIT

SUB BAGIAIT
T'MTIM DAIIT

I(EPBGAWAIIS

SI}B BAGIAI{
DISTRIBUSI DAil
PEMETIIIARAI\IT

Owner
Typewritten text
BUPATI TANA TIDUNG

Owner
Typewritten text
H. UNDUNSYAH

Owner
Typewritten text
ttd


